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ABSTRAK 

 

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk mengkaji penggantian uang persediaan 

secara prosedural yang berasal dari uang persediaan di Sekretariat Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan. Prosedur ganti 

uang persediaan adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mencairkan 

dana atau melakukan revolving dengan ketentuan bahwa pengeluaran uang 

persediaan telah mencapai 50% dari total uang persediaan yang diterima. Pada awal 

setiap tahun, bendahara pengeluaran menyusun rencana anggaran uang persediaan 

dan dokumen pendukung lainnya untuk diajukan kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA), kemudian ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

sebagai bendahara umum negara (BUN). Jika telah disetujui oleh KPPN, uang 

persediaan akan didistribusikan ke setiap unit kerja. Dengan demikian, bendahara 

pengeluaran dapat mengajukan ganti uang persediaan setelah mencapai 50% dari 

saldo awal. 
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ABSTRACT 

 

This Final Project Report is prepared to examine the procedural reimbursement of 

operational funds originating from the working capital in the Secretariat of the 

Planning and Development Agency of the Ministry of Manpower. The 

reimbursement procedure is a series of steps that must be followed to disburse funds 

or revolve them, provided that the expenditure has reached 50% of the total funds 

received. At the beginning of each year, the expenditure treasurer prepares the 

budget plan for the operational funds and other supporting documents to be 

submitted to the Authorized Budget User (KPA) and then to the State Treasury 

Service Office (KPPN) as the general treasurer of the state (BUN). Once approved 

by the KPPN, the operational funds will be distributed to each work unit. Thus, the 

expenditure treasurer can request reimbursement of the operational funds after 

reaching 50% of the initial balance. 
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